Nomor
Lampiran

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

: 800.1.3.3/Kep. 653 -BKPSDM/2024
: 1 (satu) daftar

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENYESUAIAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN DI LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIREBON,

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional dijelaskan Pengangkatan dalam JF
melalui penyesuaian dilaksanakan untuk penetapan
JF baru.

bahwa berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 800.1.3.1/e.781/2024 tanggal 15
November 2024, Sdr. Drs. H. KUSDIYONO dkk. dinyatakan
memenuhi syarat untuk diangkat kedalam Jabatan
Fungsional Penata Perizinan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui
Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan di
Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan
Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

8. Peraturan Badan Kepegawiaan Negara Nomor 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang
Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 127 Tahun 2023
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2023 Nomor 127).

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22561/R-
AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 20 Desember 2024 Hal
Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
lajur 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5
dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7
daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
keputusan ini.

Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan
Fungsional diberikan Tunjangan Jabatan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tunjangan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan.



KETIGA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 pesember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 653 - BKPSDM /2024 Tanggal : 27 Desember 2024
NAMA PANGKAT JABATA AN BESAR KET
NO TEMPAT TANGGAL LAHIR GOL. RUANG LAMA BARU AK TUNJ.
NIP (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Drs. H. KUSDIYONO Pembina Tk.I (IV/b) Camat Palimanan Kabupaten Cirebon Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas 293.000 -
. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Srebay, 12-11-1968 1p4yaoil Satu Pintu Kabupaten Cirebon
NIP. 19681112 199010 1 001
2 H. TEGUH SUPRIYADI, S.Sos. Pembina Tk.I (IV/b) Camat Sumber Kabupaten Cirebon Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas 293.000 -
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Purwokerto, 22-04-1967 1/4/2011 Satu Pintu Kabupaten Cirebon
NIP. 19670422 198803 1 007
3 |YULIANA, S.A.P. Penata Tk.I (II/d) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas 135.000 -
pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan |Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
CIREBON, 21-10-1078 110y 2083 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Satu Pintu Kabupaten Cirebon
NIP. 19781021 200801 2 004 Cirebon
4 |BAYU ANGGARA, SE, M.Si. Penata (I11/c) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada  |Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas 36.000 -
. Subbagian Umum dan Kepegawaian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Gizeban;, 16-07-1975 1/4/2023 Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Kabupaten Cirebon
NIP. 19750716 200801 1 004 vw_m%mbmb Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Cirebon
5 |MASOR]I, S.H. Penata (I1I/c) Analis Dokumen Perizinan pada Sekretariat Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas 5.000 -
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
CIREDON, 05-07-1582 1/10/2024 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Satu Pintu Kabupaten Cirebon
NIP. 19820705 200801 1 005

Pj. BUPATI CIREBON,

-
>

WAHYU MIJAYA




